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PUTUSAN
Nomor : 333/Pdt.G/2011/PA.Ktb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotabaru yang memeriksa dan
mengadili  perkara Pengesahan Nikah pada tingkat

pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam

perkara R T

PEMOHON umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di
Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut
sebagai
Pemohon; - ----------mmmmm e

ME.AWAN

TERMOHON |, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan
Mengurus Rumah  Tangga, tempat tinggal
Kabupaten Kotabaru, selanjutnya disebut

sebagai Termohon

TERMOHON Il , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan
tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten

Kotabaru, selanjutnya disebut sebagai

Termohon

[ I R
Pengadil an Agama

tersebut - -------iim e

Telah mempelajari berkas perkara serta surat- surat

Disclaimer
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yang bersangkutan ; --------

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon

serta saksi- saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat
permohonannya tertanggal 23 Juni 2011  yang
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadil an Agama
Kotabaru dengan nomor 333/Pdt.G/2011/PA .Ktb

mengajukan hal- hal sebagai berikut :- -

1. Bahwa pada tahun 1975, Pemohon dengan suami
Pemohon bernama XXXXXXXXXX Dbin  XXXXXXXXXXXXXX ,
warga negara Indonesia, agama Islam,
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di
Desa Purwosari, Kecamatan Pulau Laut Utara,

Kabupaten Kotabaru;- ---------------------------

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut
dilangsungkan di hadapan Penghulu (Bpk. H.
BURHAN) dan wali nikahnya adalah xxxxxxx bin
XXXXXXXXXX . Sak i nikahnya masing- masing
bernama : 1. SAKSI NIKAH |, 2. SAKSI NIKAH 11 .
Mas kawinnya berpa uang sebesar 450 Real,
dibayar tunai dan tidak ada perjanjian

perkawinan;- ------------m oo

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon
berstatus perawan dalam wusia 20 tahun, dan
suami Pemohon berstatus perjaka dalam usia 28

tahun; -

4. Bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak
ada hubungan darah dan tidak ada hubungan
sesusuan, serta memenuhi syarat dan atau tidak

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,
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bai k menurut ketentuan hukum Islam  maupun
peraturan perundang- undangan yang

berlaku;- -------

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan
suami Pemohon tertempat tinggal di rumah sewa
di Desa Patmaraga, Kecamatan Kotabaru Tengah,
Kabupaten Kotabaru, dan terakhir di rumah
sendiri Jalan Agus Salim, RT.002, RW. 001,
Kelurahan Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut

Utara, Kabupaten Kotabaru dan telah hidup rukun

sebagaimana layaknya suami isteri serta
dikaruniai 2 orang anak
bernama - ---------------
1. ANAK
I R L R
2. ANAK I

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada
pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan
Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama
itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap

beragama Islam;- ------

7. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada hari
Senin tanggal 7 Desember 2009 karena sakit,
sebagaimana Surat Keterangan Kematian, Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXXX , tanggal 6 Juni 2011, yang
dikeluargan oleh Lurah Kotabaru

Tengah;- - - - - - o m e oo

8. Bahwa Pemohon dengan  suami Pemohon  pernah
menerima  Kutipan Akta  Nikah  dari Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
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Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru dan
sekarang sudah hilang karena kebakaran. Setelah
Pemohon mengurus di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Pulau Laut Utara, ternyata pernikahan
Pemohon dan suami Pemohon tersebut dinyatakan
tidak terdaftar/tercatat di kantor Urusan Agama
Kecamatan Pulau Laut

utara;- -------=--==----““““-“-““-““““-“-------- -

9. Bahwa oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan
Penetapan Pengesahan Nikah  dari Pengadil an
Agama Kotabaru, guna dijadikan sebagai alasan
hukum untuk mengurus persyaratan balik nama
Sertifikat;- -

Berdasarkan alasan/dalil- dalil di atas, Pemohon
mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotabaru Cqg.
Majelis Hakim segera memanggil pihak- pihak dalam
perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili
perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi sebagai berikut - ----------

Primer - -----iii

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon; - = === - - - e oo

2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon dengan suami
Pemohon bernama  XXXXXXXXXX  bin  XXXXXXXXXXXX

yang dilangsungkan di Kecamatan Pulau Laut

Utara, Kabupaten Kotabaru, pada tahun
1975 s e e
3. Menetapkan biaya perkara menurut
hukum;- == - = - s e e e e
Subsider - ----oi oo
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- Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-

adilnya;- -------------------------

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah
ditentukan  Pemohon beserta Para Termohon datang
menghadap ke persidangan, kemudian dibacakan
permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan
oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan dibenarkan pula

oleh Para Termohon;- ------

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil
permohonannya Pemohon di persidangan mengajukan
alat bukti tertulis
berupa - -------------m e

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor
XXXXXXXXXXXXXX tanggal 28  Mei 2008 vyang

dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan

Capill dan KB Kabupaten Kotabaru
G I S G R EE R L
b. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXXX ~ tanggal dikeluarkan oleh
Kantor  Urusan Agama Kecamatan Pulau Laut
Utara, Kabupaten Kotabaru
G R R R R

c. Fotokopi Kartu Keluarga Namor XXXXXXXXXXXXXXX
tanggal 16 April 2005 atas nama H. Natargani
yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan

Catatan Sipil Kabupaten Kotabaru

d. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor
XXXXXXXXXXXXXXXXX  tanggal 6 Juni 2011 dari
Lurah Kotabaru Tengah, Kecamatan Pulau Laut
Utara, Kabupaten Kotabaru
R R R T
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Menimbang, bahwa selain bukti tertulis Pemohon
juga menghadirkan saksi- saksi, yang masing- masing di

bawah sumpahnya menerangkan :- ----------

Saksi | Pemohon: XXXXXXXXXX bin

XXXXXXXKXXXXKXKX D= == == mmmmmmmmmm s mm o e e

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan alm Natargani
bin Muhammad Hanifa suami pemohon, karena saksi

paman Pemohon;- -------------oa

- Bahwa Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad
Hanifa menikah sekitar tahun
R R R R R R " JaE TR

- Bahwa saat pernikahan yang menjadi Penghulu Burhan

dan wali Mursidi, serta saksi Muhammad Majid dan
Muhammad Hamid dengan mahar 450
real; -------mmmmm oo

- Bahwa, sewaktu dilaksanakan pernikahan Pemohon
berstatus perawan dan alm. Natargani bin Muhammad

Hanifa berstatus jejaka ;-----------------------

- Bahwa, Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad
Hanifa  tidak ada hubungan darah yang dapat

menghalangi pernikahan mereka ;- ---------------

- Bahwa Bahwa Saksi hadir  sewaktu pernikahan
Pemohon dengan alm. Natargani bin  Muhammad
Hanifa, dan dari perkawinan tersebut telah
dikarunia 2 (dua) orang
anak;- ------- i

- Bahwa Natargani bin Muhammad Hanifa meninggal
dunia pada tanggal 7 Desember
2000, - - - -

- Bahwa Pemohon dan alm. Natargani bin Muhammad
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Hanifa tidak pernah bercerai dan tidak pernah

murtad ;- ----ceem e e

- Bahwa pengajuan permohonan ini diajukan untuk

melengkapi persyaratan baliknama

sertifikat;- --------cmommmi
Saksi [ Pemohon: XXXXXXXXXXXXX bin
XXXXXXKXXXXKXX === == mmmmm e m e mm e oo

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan alm Natargani
bin Muhammad Hanifa suami pemohon, karena saksi

tetangga dekat Pemohon;- --------------

- Bahwa Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad
Hanifa menikah sekitar tahun 1975 dengan Penghulu
Burhan, dan wali Mursidi, serta saksi  masing-
masing : Muhammad Majid dan Muhammad Hamid, dengan
mahar 450

- Bahwa, sewaktu dilaksanakan pernikahan Pemohon
berstatus perawan dan alm. Natargani bin Muhammad

Hanifa berstatus jejaka ;-----------------------

- Bahwa, Pemohon dengan alm. Natargani bin Muhammad
Hanifa  tidak ada hubungan darah yang dapat

menghalangi pernikahan mereka ;- ---------------

- Bahwa, Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan
Pemohon dengan alm. Natargani bin  Muhammad
Hanifa, dan dari perkawinan tersebut telah
dikarunia 2 (dua) orang
T F | G e

- Bahwa, Natargani bin Muhammad Hanifa meninggal

dunia pada awal Desember

Disclaimer
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- Bahwa Pemohon dan alm. Natargani bin  Muhammad
Hanifa tidak pernah bercerai dan tidak pernah

(11T =T B e

- Bahwa pengajuan permohonan ini diajukan untuk
melengkapi persyaratan baliknama

sertifikat;- -------mmmmmm o

Menimbang, bahwa Pemohon dan Para  Termohon
menyatakan tidak keberatan atas keterangan kedua
saksi

tersebut ;- --------mi e

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan
tidak ada tanggapan lagi, dan mohon agar Pengadilan

Agama Kotabaru menjatuhkan Putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk  mempersingkat uraian

dalam Putusan ini, maka ditunjuklah berita acara
persidangan perkara ini, yang secara keseluruhan
dianggap termuat dalam Putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan

Pemohon adalah  sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kotabaru
berwenang memeriksa dan mengadi | i perkara
ini e e T R

Menimbang, bahwa karena fotokopi surat bukti

P.1. P.2, P.3, dan P.4 yang diajukan oleh Pemohon

Disclaimer
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telah dileges, diberi meter ai cukup dan setelah
dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka ke empat
fotokopi surat bukti tersebut dapat diterima untuk
dipertimbangkan sebagai alat
bukti ;- === - -

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh
Pemohon telah  memenuhi syarat  sebagai saksi dan

telah menerangkan di bawah sumpahnya masing- masing,

maka katerangan kedua saksi tersebut dapat
dipertimbangkan sebagai alat
bukti - mmmmmm e

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan

Pemohon, surat bukti P.1, P.2. P.3 dan P4 serta

keterangan saksi- saksi, maka Majelis telah
menemukan fakta sebagai
berikut - ---------o e

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan alm XXXXXXXXX
bin xxxxxxxxx pada tahun 1975 di Desa Purwosari,

Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru

yang menjadi wali adalah  XXXXXXXXX bin XXXXXXXX,
serta saksi masing- masing : SAKSI NIKAH | dan
SAKSI NIKAH 11 dengan Maskawin uang sebesar 450
real ;- ------- -

- Bahwa sewaktu pernikahan dilangsungkan Pemohon
berstatus perawan sedang alm.  XXXXXXXXXX  bin

XXXXXXXXXXXXX berstatus Jejaka ;--------------

- Bahwa antara Pemohon dan alm. XXXXXXXX  bin
XXXXXXXXX tidak ada hubungan mahram dan tidak ada
pihak yang keberata n atas pernikahan

tersebut ;- --------ii oo

- Bahwa selama dalam masa perkawinan Pemohon dan

alm.  XXXXXXXXXXXX  bin  xxxxxxxxxx tidak pernah
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murtad dan tidak pernah bercerai serta tetap
sebagai suami  isteri sampai  alm.  xxxxxx  bin
XXXXXXXXXX meninggal dunia pada hari Senin tanggal
7 Desember 2001 ;

- Bahwa, Bahwa Saksi hadir sewaktu pernikahan

Pemohon dengan alm. XXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX,

dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2
(dua) orang
anak; ----- - -

- Bahwa, tujuan permohonan Putusan Isbat Nikah ini
untuk melengkapi persyaratan baliknama

sertifikat;- --------mmmmmm e

Menimbang, bahwa  Majelis perlu mengetengahkan
dalil- dalil sebagai
berikut - ----e o

- Dalil figih  sebagaimana dalam Kitab Bugiyatul

Mustarsyidin halaman 298

ol SO cuo e el el cac ol

G ole —ain Lo apw ol Lalss
ol —aazoill ciiw oo ol

Artinya : "Pengakuan perkawinan seorang perempuan
dengan laki- laki yang telah meninggal dunia,
jika telah ada saksi yang menyaksikan atas
perempuan itu yang sesuai dengan pengakuannya
tersebut, maka tetaplah dia sebagai isteri

dan ahli warisnya";

- Kitab I"anatut Thalibin juz 11 halaman 253 yang
berbunyi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_6J_Jo_|_uxl.9 C_lS.L+5_9£« .).Llu\.9_9

_J_g DETPPY-) I.M.L_g ul__g_g.Z.L L).o.d.Jo_g_)M.LS Q.LMJS.)

Artinya “Pengakuan perkawinan dengan seorang
perempuan harus dapat menyebutkan  sahnya
perkawinan dahulu umpamanya wali dan dua

orang saksi yang adil ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta
tersebut, maka pernikahan  Pemohon dengan alm.
XXXXXXXXXXX  bin  xxxxxxxxxxxx pada tahun 1975 telah

memenuhi  rukun dan syarat perkawinan sebagaimana

yang diatur oleh syari’at Islam dan pasal 14
Kompil asi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta
tersebut pula, Majelis berpendapat permohonan

Pemohon telah sesuai dengan maksud pasal 2 ayat (1)
jis pasal 64 Undang- Undang nomor 1 tahun 1974 dan
pasal 7 ayat (3) huruf (b dan d) dan ayat (4)

Kompil asi Hukum
Islam - ----m o

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-
pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan
Pemohon dapat
dikabulkan ;- -----------“----------------

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84
ayat (1) dan (2) Undang -Undang Nomor 7 tahun 1989,
maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kotabaru untuk mengi rmkan salinan Putusan ini
setelah mempuny ai kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah di Wilayah tempat tinggal
Pemohon dan xxxxxxxX bin xxxxxxxxxx (alm) serta
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan
XXXXXXX  bin  xxxxxxxxxx(alm) dan dilangsungkan untuk

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk
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Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1)
Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada

Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang- undangan

yang berlaku dan hukum syara’ dalam perkara ini ;
MENGADIL |
- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

- Menetapkan sah pernikahan Pemohon ( XXXXXXXXX
binti XXXXXXXXXX )  dengan  laki- laki bernama

XXXXXXXX bin XXXXXXXXXX yang terjadi pada tahun

1975 di Desa Purwosari, Kecamatan Pulau Laut
Utara, Kabupaten
Kotabaru; =---------mmmmmiei e

- Mamerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama
Kotabaru untuk mengirimkan salinan putusan yang
telah  mempunyai kekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi
tempat kediaman Pemohon dan alm. Xxxxxxxxx bin
XXXXXXXXXXXXX kepada Pegawai Pencatat Nikah di
tempat perkawinan Pemohon dan alm. Natargani
bin Muhammad Hanifa dilangsungkan, guna

didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk

- Mamnbebankan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)
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kepada

Pemohon ;---------------om o

Demikian Putusan ini dijatuhkan pada hari Senin
tanggal 4 Juli 2011 M yang bertepatan dengan tanggal
2 Sya’ban 1432 H dalam musyawarah Majelis oleh kami
Drs. ABDUL KADIR, sebagai Ketua Majelis, Drs. IMAM
SHORWAN dan H. AHMAD JAJULI, S.H.l sebagai Hakim
Anggota, Putusan ini oleh Ketua Majelis diucapkan
dalam sidang terbuka wuntuk umum dengan didampingi
Hakim- Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSNADI, S.Ag.,
S.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon dan

para Termohon;- ---------------

Hakim Ketua,

Drs. ABDUL KADIR
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. IMAM SHORWNAN H. AHMAD JAJULI, S.H.I

Panitera Pengganti,

KUSNADI, S.Ag., S.H.
Perincian Biaya Perkara

1 Pendaftaran Perkara : Rp

Biaya Proses : 30.000,00
2 Rp
. 50.000,00
3 Biaya Panggilan : Rp
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Pemohon

Biaya Panggilan
Termohon |

Biaya Panggilan

Termohon 11
Biaya Redaksi

Biaya Materai

50.000,00
Rp
50.000,00
Rp
50.000,00
Rp

5.000,00
Rp

6.000,00

Jumlah

Rp
241.000,00
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